BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis implementasi penyaluran
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam bentuk Bantuan
Langsung Tunai (BLT) di Kota Magelang tahun 2022-2023 maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut;

Analisis implementasi penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
(DBHCHT) dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Magelang tahun
2022-2023 berjalan dengan baik, hal ini dapat ditunjukkan dengan ketercapaian
target pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang pada tahun 2022
yang telah tersalurkan kepada 20 orang pekerja dari alokasi perencanaan 21 orang
pekerja, dan pada tahun 2023 yang telah tersalurkan sejumlah 18 orang pekerja dari
19 pekerja/ buruh pabrik rokok di Kota Magelang.

Keberhasilan tersebut juga diwujudkan oleh proses komunikasi,
penyediaan sumberdaya, adopsi disposisi, dan struktur birokrasi yang baik dari
Dinas Sosial Kota Magelang tahun 2022-2023. Proses komunikasi yang baik dalam
implementasi kebijakan ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Magelang meliputi
adanya kejelasan dari komunikasi yang selaras dengan tujuan kebijakan dan
didukung dengan proses transmisi yang baik untuk melakukan koordinasi antar
OPD. Namun, dari segi komunikasi masih terhambat pada konsistensi publikasi
yang tidak baik.

Ketersediaan sumber daya yang baik menjadi salah satu dukungan bagi

keberhasilan implementasi kebijakan ini. Hal ini ditunjukkan dengan adanya
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sumber daya manusia yang mampu melakukan pengelolaan, sumber daya fasilitas
yang tersedia secara fisik meskipun harus berkolaborasi dengan pihak pabrik rokok,
serta sumber daya anggaran yang secara pasti dianggarkan melalui DBHCHT setiap
tahunnya untuk melaksanakan implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT
di Kota Magelang pada tahun 2022 dan 2023.

Dukungan disposisi untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan
ini dapat dilihat dengan adanya komitmen dan tanggung jawab SDM Dinas Sosial
Kota Magelang untuk melaksanakan implementasi kebijakan penyaluran BLT
DBHCHT tahun 2022-2023. Hal tersebut juga mendorong adanya kemudahan
pelaksanaan kebijakan oleh Dinas Sosial Kota Magelang.

Terakhir, keberhasilan struktur birokrasi dapat ditunjukkan dengan adanya
muatan struktur birokrasi dan SOP pelaksanaan kebijakan yang jelas tertuang pada
Perwal Kota Magelang No. 16 Tahun 2022 dan Perwal Kota Magelang No. 05
Tahun 2023. Aturan ini menjadi pedoman yang memudahkan untuk menjalankan
tugas, koordinasi, dan pelaksanaan teknis mengenai implementasi kebijakan
penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang pada tahun 2022-2023.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan maka dapat diberikan saran sebagai bentuk
perbaikan dalam penelitian ini, diantaranya;

1. Saran kepada Pemerintah Kota Magelang, seharunya dan sebaiknya

implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT di Kota Magelang
harus dipertahankan konsistensi pelaksanaannya sebagai kebijakan

yang mampu memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kota
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Magelang, terutama yang bekerja di sektor buruh pabrik rokok. Selain
itu, perbaikan juga harus dilakukan dengan pemberian fasilitas yang
lebih memadai bagi pengelolaan publikasi komunikasi pada
implementasi kebijakan ini penyaluran BLT DBHCHT di Kota
Magelang pada tahun yang akan datang.

Kekurangan dalam penelitian ini terbatas pada narasumber penelitian
yang hanya merujuk pada Dinas Sosial Kota Magelang. Oleh
karenanya diperlukan perbaikan terhadap penambahan subjek
penelitian yang bersumber dari OPD yang lain dan yang saling
berkaitan dengan implementasi kebijakan penyaluran BLT DBHCHT
Kota Magelang sehingga mampu memberikan kekayaan data dan

kekayaan terhadap sudut pandang pelaksana kebijakan.
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